BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya,

penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain:

1.

Tingkat ketimpangan wilayah yang terjadi antar provinsi di Indonesia yaitu
sebebesar 0,55 skala IW yang berarti bahwa tingkat ketimpangan wilayah
antar provinsi di Indonesia sangat tinggi.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif (-0,091194) signifikan terhadap
ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia tahun 2019. Ketika
pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1% maka dapat
menurunkan tingkat ketimpangan wilayah sebesar 0,091194 skala IW.
Aglomerasi berpengaruh positif (3.752463) signifikan terhadap ketimpangan
wilayah antar provinsi di Indonesia tahun 2019. Ketika tingkat aglomerasi
meningkat sebesar 1 skala indeks ballasa maka dapat meningkatkan tingkat
ketimpangan wilayah sebesar 3.752463 skala IW.

Produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif (-0.00620) terhadap
ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia tahun 2019 sehingga setiap
kenaikan tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar 1 juta/orang dapat
menurunkan tingkat ketimpangan wilayah sebesar 0.00620 skala W, namun

pengaruh ini bersifat tidak signifikan.
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5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti

mengajukan saran sebagai berikut:

1.

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia, maka
kiranya pemerintah baik pusat maupun daerah dapat menciptakan iklim
investasi yang lebih baik agar investor mau menanamkan modal di tiap-tiap
provinsi di Indonesia agar nantinya dapat lebih meningkatkan kegiatan
produksi sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-
masing provinsi di Indonesia.

Dalam penelitian ini aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia, maka untuk menghindarkan
dari semakin melebarnya ketimpangan wilayahperlu dilakukan persebaran
aglomerasi bukan sekedar pusatkan di tempat tertentu. Agar dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata sehingga

ketimpangan dapat dikurangi.

. Dalam penelitian ini produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap ketimpangan wilayah antar provinsi di indonesia, maka
kiranya pemerintah baik pusat aupun daerah dapat memperluas lapangan
kerja agar bisa menampung angkatan kerja yang tersedia dan mengurangi
angka pengangguran serta meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja
sehingga bisa lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing

provinsi di Indonesia.
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